BUPATI BUNGO

PROVINSIJAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 3] TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

-

VI
- . g— anggaran pada Bab
umbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan terkait pergeseran 'llﬂgg Negeri Nomor 77
Huruf D nomor 1 huruf m Lampiran Peraturan Menteri l?a am bDaerah neril
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan !
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

gingat | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otgnom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera '_]“engah (Lem' ara}r‘l
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diuba
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembcnt_ukan Daerah
Tingkat 11 Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(3% ]

3. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerip
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentane
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggany Undang-Undang Nomor 2 Tahuﬁ
2022 tentang C 1pta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rapublik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 4], Tambahan Lembaran Neg i
Indonesia Nomor 6856): cgara Republik

5. IJndang-Undung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administeac; ‘meri
(Lembaran Negary Republik Indonesiy Tahun '.%l]l4dl;\lr2l|:?:srrds':t}ﬁtI}]“-el?l;:fl:-a ,
Lembaran Negara Republik Indonesiy Nomor 560 ), sclmgai(m;mh; -]1‘| I:j"lb‘m
dengan lJndang-Umlamg Nomor 6 Tahun 2023 lentang Peneta \1; ‘PI‘ -
ltcmcumuh Penggami Umlung-lhuiamg Nomor 2 Tahun 202> I“m' t.mufnm
Kena Menjadi Undang-“ndung (Lembaran Negara Rapuhlﬁik -ill-ld:m'ncd“g o

2023 Nomor '”', 'I\u"lhﬂhilll N e . " sia Tahu“
6856), Lembaran Negara Republik Indonesiy Nomor
6 Undang._,_._‘!
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ntara
an Keuangan anta:
tang Hubung Republik
6. Undang. | Tahun 2022 ten an Negara ik
Pemz?ﬁ.‘gﬁd;:ijarg;rPcmerinmmn Dacah a[::ﬁgz:an Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Indonesia Nomor 6757), Keuangan
) ngelolaan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201i: '}iﬁf:%flpl% nglomor 42),
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indones o0 euang Pl

8. Peraturan Meneri Dalam Negeri Nomor 77 Tah blik Indonesia Tahun 2020

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repu
Nomor 1781);

y : Pengelolaan
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok pokok -

»

021 Nomor 2);
Keuangan Daeraly (L.embaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2

MEMUTUSKAN :

Vlenetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Jalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Bungo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan organisasi perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Dacrah Kabupaten Bungo,

Bupati adalah Bupati Bungo.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda ada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah j

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
SKPD adalah i

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kew

ajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dapat dinilaj dengan uang serta segala bentuk

kekayaan yang dapat
dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewaj

Jiban daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APB
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daenah, selanjutnya disingkat Perubahan ApPRp
adalah perubahan rencana keua.ngan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

iri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan

D adalah Tencang

. Unit Organisasi adalah bagian OPD yang m
Program adalah bentuk instrumen kebijak
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasara
. Kegiatan adalah bagian dari program ya : ja pada
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukuyr pada sua y s
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang ber
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknolog;, dana, atau kombinasj darj bebera

. : a
atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluargn
(output) dalam bentuk barang/jasa.

+ Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktiy
kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan

elaksanakan | (satu) atau be
an yang berisi 1 (satu) atay lebih Kegiatan yang
daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh

n dan tujuan pembangunan daerah,
ng dilaksanakan oleh satu

itas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan
Peraturan perundang undangan,

15. Dokumen.. 3
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ang selanjutnya disingkat

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat paerah )zrl::ll%ias}?aanj)’ﬂ“g digunakan
DPA-SKPD adalah dokumcn yang memuat pcndapﬂ[aﬂ, bclanJ:l dan pe ‘

Sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. dari penerimaan dan perkiraan

16. Anggaran K a¢ adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber darl pa mendanai pelaksanaan
arus Kas keluar upy mengatur ketersediaan dana yang cukup gun

APBD dalam setiap periode . bertugas
] ' - tim yang
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah

. nan APBD.
menyiapkan dap melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam ran g!;{a tp esr}gll’l?(uD adalah unsur
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dising a; ksanakan Pengelolaan
}Iécnunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang mela
e.uangan Daerah. KPKD
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PP K,D adfl'atheapiag‘cﬁdahara
Yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebag
Umum Daeral, b megang

20. Pengguna Anggaran yang  sclanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pe e
kewenangan Pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang d'P"“g Uy it.

21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Un
SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan
bidang tugasnya

22. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan LRA ada!ah Iflporan yang
menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan
dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun,

23. Pergeseran Anggaran adalah perubahan, revisi, penyesuaian dan/ alau pergescran anggaran
belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan/atau DPA-
SKPKD/ Perubahan DPA-SKPKD,

24. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat
termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya,

25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan
jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertenty yang dokumennya disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

26. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.

27. lenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode reken; ng.

28. Obyek adalah digit keem pat sctelah jenis pada kode rekening,

29. Rincian Obyek adalah digit kelima setelah obyek pada kode rekening,

30. Sub_Rincian beek adalah digit keena_m setelah r_jncian'ob_yek pada kode rekening belanja.

31. Uraian Sub Rincian Obyek adalah penjelasan dari sub rincjan obyek.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan Pergeseran anggaran dapat

dengan tertib dan akuntabel. berjalan

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliput:
a. jenis pergeseran anggaran;

b. kriteria pergeseran anggaran;

c. ketentuan pergeseran anggaran: dan

d. mekanisme pergeseran anggaran.
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BAB II
JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 4
(1) Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas:

8 Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD,; dan

Pergeseran An ggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

) oy t
() Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada aya
(1) huruf a yaity:-

Pergeseran Anggaran antar Organisasi;
Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi;
Pergeseran Anggaran antar Program;
Pergeseran Anggaran antar Kegiatan:
Pergeseran Anggaran antar Sub Kegiatan;
Pergeseran Anggaran antar Kelompok; dan
Pergeseran Anggaran antar Jenis;

(3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b yaitu:

mooo o

=

a. Pergeseran Anggaran antar Obyek dalam Jenis yang sama;
b. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek dalam Obyek yang sama;

c. Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Obyek dalam Rincian Obyek yang sama;
d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Obyek.
Bagian Kedua
Kriteria Pergeseran Anggaran
Pasal 5
(1) Kriteria Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan
sepanjang:

a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jambi setelah penetapan APBD dan harus dilakukan
penyesuaian;

b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
APBD; dan/atau

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Perubahan APBD.

(2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) hurufa dan huruf'b dilakukan dengan
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan dengan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pergeseran Anggaran

Pasal 6

(1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat dilakukan
sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.

(2) Pergeseran Anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekda
selaku Ketua TAPD.

Pasal.....s
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Pasal 7

. » rasal 4 ay
I_CfECSLmn Angparan sebagaimana dimaksud dalam | "‘5'1-111 ‘qunnyn.
Sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebe

tujuan Kepala
ilakukan atas persetujuan
(2) pcrgc_\.cm“ Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pe
BPKAD selaku PPKD.

at dilakukan
(1 at (3) huruf b dapa

Pasal 8 f ¢ dapat dilakukan
iru ¢
(1 Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ht
SEpamang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.

g rsctujuan Kepala
(2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pecta st [ ISR RE pFe J
BPKAD selaku PPKD

Pasal 9

| dapat
1 Perubahan aray pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dapa
dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.

Perubahan atay Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PA.

Bagian Keempat
Mckanisme Pergeseran Anggaran
Pasal 10

1) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan
dan diformulasikan dalam format perubahan DPA-SKPD,

5]

Pada pergeseran tertentu, Pergeseran Anggaran diikuti dengan Pergeseran Anggaran Kas.

alam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf
n Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-
rmulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD, untuk

laporkan

LFY]
S

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud d
¢, dilakukan dengan cara mengubah Peratura
SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan difo
selanjutnya dituangkan dalam Peraturan D
dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila t

1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaks
DPA-SKPD.

4 ayat (3) huruf d dilak

‘ ukan dengan
anaan dan diformulasikan dala

m Perubahan

») Pergeseran Anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasa| 4 ay

bersama antara Bupati dengan DPRD dengan cara merub
Perubahan APBD.

at (2) merupakan ke

Wenangan
ah Peraturan Daera

h tentang

») Dalam hal terdapat ketentuan dan‘atau peraturan perundang-
pemerintah pusat dan‘atau Pemerintah Provinsi Ja
Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud
mengubah Peraturan Bupati lentang P
pelaksanaan dan diformulasikan dalam format Perubahan DPA-SKPD,
dituangkan dalam Peraturan Daerah lentang Perubahan APBD gt
Realisasi Anggaran apabila tdak dilakukan perubahan APBD

) Kondisi tertenty sebagaimang dimaksud pada ayat (6) dapat bery
perubahan priontas pembangunan baik d; tingkat Pusat atay Kabupaten,

) Pergeseran Angparan yang tidak menyebabkan perubahan APBD
perubahan APBD disapkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

") Pergeseran Anggaran Yang menycebabkan perubah
APBD atau Penjabaran Perubahan APBD diberiy

. undangan yang ditetapkan oleh
mbi, keadaan darurat, atau kondic: tertenty
dalam Pasal 5 avat (2) dilakuk Y

. an «
enjabaran APBD dan DPA-SKPD seb: i

' untuk selunjutnya
au dilaporkan dalam Laporan

Pa Kondisi mendesak atgy,

yang dilakukan setelah

an Peraturan Bupati tentang Penjabaran
ahukan kepada Pimpinan DpRD,

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 11 , —
R »panjang angg

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan scpanj

nakan dan‘atau direalisasikan.

Pergeseran Anggaran
tersehut belym dilaksa

1 Pasal 12 cecuali dalam

(1) Pergeseran Anggaran dilakukan 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berkenaaz"teta kan oleh
hal terdapat  ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang i disll? ey

pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jambi, keadaan darurat, atau kon ‘

minggu ke 3 (tiga) bulan

(2) Bat
! et b i e B (g o ke 2 (dua) adalah minggu

1wart“:t tahun berjalan, dan batas waktu usulan pergeseran anggaran
ke 3 bulan Juni tabun berjalan,

Pasal 13

(1) Kepala SKPD selaky PA menyampaikan usulan Pergeseran Anggaran scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf ¢ secara tertulis kepada Sekda selaku Kefua
TAPD setelah memperoleh surat pemberitahuan mengenai Pergeseran Anggaran dari Sekda
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang melampirkan:

a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan
baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari Pergeseran Anggaran;

b. daftar Sub Kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Sl_ﬂ?
Kegiatan, antar Jenis, antar Obyek, antar Rincian Obyek, antar sub rincian serta revisi
perubahan redaksi pada Uraian Rincian Obyek belanja;

€. rancangan perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan Pergeseran Anggaran antar Obyek,
Rincian Obyek, Sub Rincian Obyek;

d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terhadap kegiatan yang diusulkan untuk dilakukan
pergeseran.

Pasal 14

Apabila dalam pergeseran anggaran terdapat penambahan/ penyesuaian standar biaya umum, standar
satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja, Kepala SKPD mengajukan
usulan komponen setelah berkoordinasi dengan Kepala BPKAD selaku PPKD dan ditetapkan melalui
surat Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) PPKD mengevaluasi dan mengesahkan atas usulan perubahan atau pergeseran atas uraian darj
Sub Rincian Obyek.

(2) PPKD mengevaluasi atas usulan Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Obyek dalam Rincian
Obyek yang sama dan antar Rincian Obyek dalam Obyek yang sama.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekda untuk dibahas
lebih lanjut oleh TAPD.

Pasal 16

(1) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar
Jenis belanja yang telah direviu dan dirckomendasikan oleh APIP serta menjadwalkan
pembahasan bersama TAPD.

(2) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekda untuk
mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran,

(3) Hasil pembahasan TAPD schagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Sekda selaku Ketua
TAPD kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran.

Pasal.... 7
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Pasal 17

Prosedur .
Pergeseran an ggaran dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

3. Kepala Sk .

b DaF: SKPD Mengajukan permohonan pergeseran anggaran; . ontane Perubahan
Penjabarg anggaran ditetapkan dengan Pe pitkan surat edaran
pem Titar}:u:PBD Sckretaris Daerah sclaku Ketua TAPD dapat mener
& n pergese y . :

c. Ke R £escran angparan; an yang
diugalli SKPD ‘melampickan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terhadap kegiatan ¥

d TAF’uD }?i“ untuk dilakukan pergeseran: —_—

y euangan membuka jadwal tah , elalui SIPD-RL,

e; - : Jadwal tahapan pergeseran anggaran m

:ﬁ;{;ﬁ%ﬂs Dacrah atau PPKD dapat rll}'l‘emii]ﬁl: penimba%lggi:m TAPD atas usulan pergeseran
N, terutama untuk ondisi tu:

f , pergeseran anggaran pada kondisi tertentu, . ) .

8. EQ.P? ?'cua"ga“ membuka kunci sub kegiatan yang telah disetujui untuk dilakukan pcrgesffg;v
TA% St.Pran anggaran pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10- aya dE;
SKPD y erencanaan membuka fitur tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi pa

- ang disetujui untuk dilakukan pergeseran: :

h. SksPeI:u?ie!al;ukﬂn input data r_:erubahanp‘l'{f’.A-SKPD yang telah disetujui, melalui aplikasi SIPD-

i Dalan, hjla wal yang telah ditetapkan; _ o Rl
habi s.fscla penginputan belum selesai dilaksanakan sedangkan waktu yang ditentukan tela

i Pa esai m:}ka 1tu menjadi tanggung jawab OPD bersangkutan;

dan/atau KPA melakukan verifikasi dan validasi atas RKA-SKPD pergeseran untuk

memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan
homenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berlaku, sebelum
disampaikan kepada TAPD;

k. Tﬂ}PD Keuangan melakukan penutupan jadwal pergeseran anggaran setelah semua input RKA-
SKPD pergeseran sclesai:

dala_m hal pergeseran angparan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Penjabaran APBD, TAPD menyusun dan memproses penerbitan Peraturan Bupati dimaksud

sesuai ketentuan perundang-undangan;

m. TAPD Keuangan membuka tahapan penatausahaan pergeseran anggaran;

n.  PA menyusun RAK dan melakukan pelimpahan kegiatan/sub kegiatan kepada PPTK:

0. dalam hal kegiatan/sub kegiatan dilimpahkan juga ke KPA maka pelimpahan kegiatarn/sub
kegiatan juga dilakukan kepada SKPD;

p- PA melakukan validasi pergeseran anggaran sebelum BUD melakukan validasi Perubahan DPA
SKPD;

q. setelah BUD melakukan validasi Perubahan DPA SKPD maka SKPD dapat mencetak Perubahan
DPA SKPD; dan

r.  BUD menerbitkan SPD.

BAB Il
PERGESERAN ANGGARAN PADA KONDISI TERTENTU
Pasal 18

(1) Pergeseran anggaran pada kondisi tertentu yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

a. kondisi mendesak;
b. kondisi darurat; dan/atau
¢. perubahan prioritas pembangunan baik di pusat atau daerah.

(2) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. kebutuhan dacrah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

¢. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya, serla amanat peraturan perundang undangan; dan/atau

d. pengeluaran lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(3)Belanja.....8
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'
(3) Belanj _ N a
b:l Aa dacraly Yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud p“d{.lkay oleh pemerintah daerah
an}:a oo kan secara terus menerus dan harus dmlolkaSl la:un anggaran berkenaan,
NEAN jumlah yang eyky : iap bulan dalam ta
. . P untuk keperluan setiap bulan
Seperti belan : 4 ¥

g T jangan dan belanja
b A pegawai antara lain untuk pembayarun kekurangah g2}, TSI
Arang dan jasa antar.

a lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan interne - b merupakan

~ 1 me
o Ftllan-m dacrah yang bersifag wajib schagaimana dimaksud dalam ayat (2) hu(;u:ar mzls)"ll:"“kat
delan)a Untuk terjaminnya Kelangsungan pemenuhan pendanaan W’“yfma? ,ﬂ- a, kewajiban
antara lain pendidikan, Kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak lt‘?“b?i‘ban lainnya
Pembayaran pokok Pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewaj

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(S) Kondisi

t (2) huruf b merupakan

darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. bencana alam, bencana non alam, beneana sosial atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau :

¢. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

(6)

. pergeseran anggaran yang discbabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi atau Pemerintah Dacrah lainnya;

pergeseran anggaran yang disebabkan adany
yang bersumber dari dana transfer Pemerinta
transfer Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau

pergeseran angearan yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan
peraturan perundang undangan.

b. a perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan
h Pusat, dana transfer Pemerintah Provinsi atau

(7) Pergeseran anggaran yang menyebabk
dari belanja tidak terduga dan apabil
dengan cara menggunakan dana dari
kegiatan dan sub kegiatan serta pe
memanfaatkan kas yang tersedia.

an perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan
a belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan
hasil penjadwalan ulang capaian target Kinerja program,
ngeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran, dan atau

(8) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam RK A SKPD.
(9) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD terkait
kepada Bupati melalui Sekda sesuai dengan k

etentuan peraturan perundang-undangan,
(10) Evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh PPKD.

(11)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (10) disampaikan ke

pada Bupati melalui Sekda untuk
mendapatkan persetujuan/penolakan Pergeseran Anggaran.

(12)Persetujuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) d
melakukan perubahan Peraturan Bupati Bungo tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan
kepada DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD,

atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah telah menetapkan
Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

ilakukan dengan cara

BAB IV
TANGGUNG JAWAR
PPasal 19

Kepala SKPD bertanggungjawab penuh atas usulan pergeseran anggaran yang diajukannya.

BARB....Y
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BAB V
LARANGAN
: T
Kepala SKPD d'l‘-'lmng Pasal 20
a - S
menamuiyoh usulan pe kan telah dircalisasikan.

Teeseran Anggaran apabila anggaran yang diusu ,
atan dengan pihak ketiga tau pihak lain terhadap Program dan Ke
Teeseran sebelum penetapan Perubahan DPA-SKPD.

- Mengadakan perik

akan dilakukan pe

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

lanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam bentuk uang mall[?ul1
dak mengubah substansi perencanaan awal dapat dilakukan dengan:
A perubahan antar uraian Sub Rinci
dan’/atau
- Pergeseran sampai dengan antar Obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.

Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat

Zar\_g menyebabkan Pergeseran Anggaran setelah penetapan APBD, SKPD harus menyampaikan
okumen dimaksud kepada Sekda selaku Ketua TAPD.

(1) Pergeseran Anggaran be
barang dan Jasa dengan ti

an Obyek belanja akibat kekeliruan pengetikan/penginputan;

Format yang berkaitan dengan tata cara pergeseran anggaran, tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

a
b.

C.

Suml perrmohonan pergeseran anggaran antar objck dalam jenis yang sama;
Sural permohonan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama;
Surat permohonan pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang
sama;
d. Surat permohonan penerbitan DPA SKPD;
Surat persetujuan pergeseran Anggaran oleh Pengguna Anggaran;
{. Surat Persetujuan Pengguna Anggaran atas Perubahan atau Pergeseran atas uraian/keterangan
dalam sub rincian objek;
¢. Surat Persctujuan Sckretaris Daerah atas usulan pergeseran antar objek dalam jenis yang
sama,
h. Surat Persetujuan PPKD atas usulan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek
yang sama; _
i. Surat Persetujuan PPKD atas usulan pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam !
rincian objek yang sama;
J. Format Matrik Pergeseran Anggaran,
k. format laporan realisasi anggaran;
| Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
m. Format Ke'pulusan Sekretanis Daerah tentang persetujuan pergeseran anggaran,
n Format Keputusan Kepala BPKAD tentang persetujuan pergeseran anggaran, dan
o. Format Keputusan Kepala SKPD tentang persetujuan pergeseran anggaran.

o

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

sada saat Peraturan Bupati int mulai berlaku maka Pasal 6A Peraturan Bupati Bungo Nomor
45 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan DnchE Kabupaten
Bungo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bungo N(!I"ll‘t‘ll' 21 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 45 Tah_un 2009 Icu[nng Slslcm_dan
Prosedus Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan tdak

berlaku.
Pasal .. .10
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Peraturan Bupati ini mulaj

Agar setiap oran
pPenempatannya d

Diundangkan di Muara Bungo

pada tanggal 20 -8 ~ 2024
BUPATEN BUNGO,

SEKRETARIS DAE

MURSIDI
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 3|

SEKDA KRS LUNGO .
B[}PATI Bw
Drs JAURS!IDY, M =

Pasal 23

berlaku pada tanggal diundangkan.

& mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan i
alam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal RO - 8 — 2024

<

MASHURI

B Dipindai dengan CamScanner



